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Dasar Hukum: UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022 (UU P3)

Perencanaan penyusunan UU
dilakukan dalam Prolegnas

Perencanaan

Penyusunan

Penyusunan NA dan RUU tentang
PRA di Badan Keahlian DPR
dipresentasikan kepada Pengusul
(Badan Legislasi)

Setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden
untuk mendapatkan persetujuan bersama

Pembahasan

Pengesahan
Presiden mengesahkan RUU yang
telah disetujui bersama untuk
menjadi UU

Pengundangan
Penempatan UU dalam
Lembaran Negara RI dan
Tambahan Lembaran
Negara RI
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NO. INSTANSI/CSO BENTUK ACARA WAKTU

1. Kementerian Dalam Negeri RI Rapat Kerja Tim Pansus Penyelesaian Konflik Agraria
21 Januari 2026 
9 Februari 2026

2.
Kementerian Desa dan

Pembangunan Daerah Tertinggal Rapat Kerja Tim Pansus Penyelesaian Konflik Agraria
21 Januari 2026 
9 Februari 2026

3. Kementerian Transmigrasi Rapat Kerja Tim Pansus Penyelesaian Konflik Agraria
21 Januari 2026 
9 Februari 2026

4. Kementerian Kehutanan
Rapat Kerja Tim Pansus Penyelesaian Konflik Agraria

Rapat Kerja Badan Legislasi

21 Januari 2026 
9 Februari 2026

1 September 2026

PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENYUSUNAN 
NA DAN RUU PENGATURAN POKOK AGRARIA

I. INSTANSI/CSO (7 INSTANSI, 1 CSO)
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NO. INSTANSI/CSO BENTUK ACARA WAKTU

5.
Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Rapat Kerja Tim Pansus Penyelesaian Konflik Agraria

Rapat Kerja Badan Legislasi

21 Januari 2026 
9 Februari 2026

1 September 2026

6. Badan Informasi Geospasial Rapat Kerja Tim Pansus Penyelesaian Konflik Agraria 9 Februari 2026

7. Kementerian Permukiman RI Rapat Kerja Tim Pansus Penyelesaian Konflik Agraria 9 Februari 2026

8.
Koalisi Nasional Reforma Agraria

(KNARA)
Audiensi dengan Pimpinan DPR RI dan Tim Pansus

Penyelesaian Konflik Agraria
25 Juni 2026

PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENYUSUNAN 
NA DAN RUU PENGATURAN POKOK AGRARIA

I. INSTANSI/CSO (7 INSTANSI, 1 CSO)
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NO. NAMA INSTANSI/LEMBAGA BENTUK ACARA WAKTU

1.
Dr. Jemmy Jefry

Pietersz, S.H., M.H.
Akademisi Fakultas Hukum

Universitas Pattimura
Konsultasi Publik dalam rangka

Penyusunan NA dan RUU
1 September

2026

2. Dr. Aan Efendi, S.H., M.H.
Akademisi Fakultas Hukum

Universitas Jember
Konsultasi Publik dalam rangka

Penyusunan NA dan RUU
1 September

2026

3.
Prof. Dr. Aartje

Tehupeiory, S.H., M.H.

Akademisi Ilmu Hukum Agraria dan
Pertanahan Program Pascasarjana

Universitas Kristen Indonesia

Konsultasi Publik dalam rangka
Penyusunan NA dan RUU

1 September
2026

4.
Dr. Bayu Eka Yulian, S.P.,

M.Si.
Pusat Studi Agraria Institut Pertanian

Bogor
Konsultasi Publik dalam rangka

Penyusunan NA dan RUU
1 September

2026

PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENYUSUNAN 
NA DAN RUU PENGATURAN POKOK AGRARIA

II. AKADEMISI (4 AKADEMISI)
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LANDASAN 
FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
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Pemaknaan Isu Negatif

Kekerasan dalam penanganan konflik agraria

Sinisme keterlibatan ormas dalam konflik lahan

Sentimen terhadap oligarki

Pemaknaan Isu Positif

Apresiasi terhadap durasi layanan administrasi
semakin jelas

Memuji inisiatif DPR dan Pemerintah membahas
RUU Reforma Agraria

Metode Analisis

Penentuan kata kunci
terkait objek dalam isu RUU
Reforma Agraria: Reforma
Agraria, Redistribusi lahan,
dan konflik Agraria

Harapan terhadap
RUU Refomra Agraria

Penyelesaian konflik tanpa kekerasan

Transparansi dan akuntabilitas redistribusi lahan

Data berdasarkan
media sosial X dan
Threads,:  Januari 2025
- 1 September 2026

Preproses:
cleaning, tokenisasi,
pelabelan manual

Pendekatan
Algoritma
algoritma naive
bayes + Claude AI

Data Bersih yang Dianalisis

23.323
data bersih adalah twit/cuitan organik yang

dipisahkan dari cuitan bot

Hasil Analisis Sentimen

Positif Netral Negatif

5,20% 39,01% 55,79%
1.212 data 9.098 data 13.012 data

Tingkat Akurasi & Presisi

81/100 persen
kategori sangat kuat untuk

ditarik kesimpulan

Pesimisme terhadap RUU Reforma Agaria

Pengakuan hak ulayat dan masyarakat adat

 Simpati kemanusian terkait isu HAM

Adanya komitmen redistribusi lahan dari Pemerintah

Berfokus pada kemudahan birokrasi dan
perlindungan hak masyarakat adat

Analisis Sentimen
Reforma Agraria, Redistribusi lahan, dan Konflik Agraria

di Media Sosial X dan Threads
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JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN
SISTEMATIKA RUU PENGATURAN

REFORMA AGRARIA
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POKOK-POKOK MATERI 
RUU PENGATURAN REFORMA AGRARIA
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Pokok-Pokok Materi 
RUU Pengaturan Reforma Agraria

12 Pokok Pengaturan Reforma Agraria

2 3

Pengaturan
Penyelenggara

Reforma Agraria 

5
Hak dan

Kewajiban Subjek
Reforma Agraria

4 6

Definisi dan
Batasan

Pengertian

1
Pengaturan Tanah

Objek Reforma Agraria
(TORA), Subjek

Reforma Agraria, dan
Pemberdayaan

Ekonomi

Asas dan Tujuan
Penyelenggaraan
Reforma Agraria

Pengaturan
Penyelesaian

Konflik Agraria
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Pokok-Pokok Materi 
RUU Pengaturan Reforma Agraria

12 Pokok Pengaturan Reforma Agraria

7 8Pengaturan
Pendataan
dan Sistem
Informasi

Pengaturan
Pendanaan

Penyelenggaraan
Reforma Agraria

9 Pengaturan
Partisipasi

Masyarakat dalam
Penyelenggaraan
Reforma Agraria

10 11 12
Pengaturan
Ketentuan

Pidana

Pengaturan
Ketentuan

Peralihan dan
Ketentuan
Penutup

Pengaturan
Pemantauan,
Evaluasi, dan

Pengawasan Hasil
Penyelenggaraan
Reforma Agraria
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NO
POKOK

PENGATURAN
PASAL MATERI MUATAN

1

Definisi dan

Batasan

Pengertian

Pasal 1

Definisi Reforma Agraria, Konflik Agraria, Sengketa Agraria

Definisi TORA, Tanah Negara, dan Subjek Reforma Agraria

Pengertian Resdistribusi Tanah, dan Hak atas Tanah

Definisi Kawasan Hutan

Batasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

POKOK-POKOK PENGATURAN RUU PENGATURAN REFORMA AGRARIA
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NO
POKOK

PENGATURAN
PASAL MATERI MUATAN

2

Asas dan Tujuan

Penyelenggaraan

Reforma Agraria

Pasal 2  

Asas keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, ekonomi

berkeadilan; aksesibilitas, pelindungan, partisipasi, transparansi,

keterpaduan, pemulihan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan,

otonomi daerah, akuntabilitas, keamanan dan keselamatan,

transparansi, dan partisipasi. 

Tujuan reforma agraria mewujudkan penataan agraria untuk ekonomi

berkeadilan dan keberlanjutan daya dukung alam, kepastian hukum

dalam penyelesaian konflik dan sengketa agraria, dan menjamin

keamanan dan keselamatan orang atau kelompok yang terlibat

dalam konflik dan sengketa agraria.

POKOK-POKOK PENGATURAN RUU PENGATURAN REFORMA AGRARIA
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NO
POKOK

PENGATURAN
PASAL MATERI MUATAN

3

Pengaturan

TORA, Subjek

Reforma Agraria,

dan

Pemberdayaan

Ekonomi 

Pasal 4 -

Pasal 7  

TORA dari kawasan hutan, non-kawasan hutan, dan hasil

penyelesaian konflik agraria.

Subjek reforma agraria meliputi orang perseorangan, kelompok

masyarakat dengan hak kepemilikan bersama, masyarakat hukum

adat, dan badan hukum.

Pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria berupa

pengembangan usaha, sarana dan prasarana, pendampingan,

pelatihan, dan/atau permodalan.

POKOK-POKOK PENGATURAN RUU PENGATURAN REFORMA AGRARIA
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NO
POKOK

PENGATURAN
PASAL MATERI MUATAN

4

Hak dan

Kewajiban Subjek

Reforma Agraria

Pasal 8 -

Pasal 9   

Hak mendapatkan bukti kepemilikan atas tanahnya dan memperoleh

pemberdayaan ekonomi.

Kewajiban menggunakan dan mengusahakan sendiri tanahnya secara

aktif, menaati ketentuan dan syarat menggunakan dan/atau

mengusahakan tanah, serta menggunakan tanah sesuai dengan

peruntukan redistribusi tanah.

POKOK-POKOK PENGATURAN RUU PENGATURAN REFORMA AGRARIA
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NO
POKOK

PENGATURAN
PASAL MATERI MUATAN

5

Pengaturan

Penyelenggara

Reforma Agraria 

Pasal 12 -

Pasal 17 

Dengan Undang-Undang ini, dibentuk lembaga nonstruktural yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden untuk

melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan

Reforma Agraria.

Lembaga nonstruktural terdiri dari unsur: Pemerintah Pusat;

Pemerintah Daerah; masyarakat terdampak; masyarakat hukum adat;

akademisi; ahli atau praktisi di bidang agraria; dan/atau pihak lain

yang diperlukan.

POKOK-POKOK PENGATURAN RUU PENGATURAN REFORMA AGRARIA
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NO
POKOK

PENGATURAN
PASAL MATERI MUATAN

5

Pengaturan

Penyelenggara

Reforma Agraria 

Pasal 12 -

Pasal 17 

Lembaga nonstruktural memiliki fungsi melaksanakan,

mengoordinasikan, mengendalikan, dan memastikan keterpaduan

penyelenggaraan Reforma Agraria.

Lembaga nonstruktural bertugas: merumuskan, menetapkan, dan

menyelaraskan kebijakan pelaksanaan Reforma Agraria;

mengoordinasikan penyelenggaraan Reforma Agraria lintas sektor

secara terintegrasi; mengendalikan penyelenggaraan Reforma

Agraria melalui pembinaan dan supervisi; dan memastikan

keterpaduan penyelenggaraan Reforma Agraria di tingkat pusat dan

daerah.

POKOK-POKOK PENGATURAN RUU PENGATURAN REFORMA AGRARIA
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NO
POKOK

PENGATURAN
PASAL MATERI MUATAN

5

Pengaturan

Penyelenggara

Reforma Agraria 

Pasal 12 -

Pasal 17 

Lembaga nonstruktural berwenang: menyelenggarakan program, kebijakan,

dan langkah strategis untuk mempercepat pencapaian tujuan Reforma

Agraria; menyiapkan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring

evaluasi Reforma Agraria; menentukan dan menetapkan lokasi prioritas TORA;

menentukan dan menetapkan Subjek Reforma Agraria; menyelesaikan Konflik

Agraria lintas sektor; melaksanakan seluruh tahapan redistribusi TORA serta

menentukan jenis hak atas tanah; mengembangkan Objek Reforma Agraria

melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat; mengawasi, mengendalikan, dan

mengevaluasi hasil pelaksanaan redistribusi TORA; menyelesaikan masalah

administrasi yang timbul dalam proses redistribusi TORA; menyusun struktur

pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab lembaga

nonstruktural; dan melaksanakan kewenangan lain yang ditugaskan oleh

Presiden sesuai dengan tugas dan fungsinya.

POKOK-POKOK PENGATURAN RUU PENGATURAN REFORMA AGRARIA
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NO
POKOK

PENGATURAN
PASAL MATERI MUATAN

6

Pengaturan

Penyelesaian

Konflik Agraria

Pasal 18 -

Pasal  30

Penyelesaian Konflik Agraria merupakan serangkaian tindakan untuk

mencegah, menangani, menyelesaikan, memulihkan, dan mencegah

berulangnya Konflik Agraria. 

Penyelesaian Konflik Agraria dilaksanakan berdasarkan prinsip

keadilan dan kepastian hukum.

Penyelesaian Konflik Agraria dilaksanakan dengan memperhatikan:

ketimpangan penguasaan sumber daya; kewenangan; data dan

informasi; dan kemampuan ekonomi Subjek Reforma Agraria.

POKOK-POKOK PENGATURAN RUU PENGATURAN REFORMA AGRARIA
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NO
POKOK

PENGATURAN
PASAL MATERI MUATAN

6

Pengaturan

Penyelesaian

Konflik Agraria

Pasal 18 -

Pasal  30

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya wajib melakukan pencegahan Konflik Agraria.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya melakukan identifikasi dan verifikasi Konflik Agraria.

Berdasarkan identifikasi dan verifikasi, Konflik Agraria diklasifikasikan

menurut: objek; sektor; tingkat kompleksitas; jumlah dan karakter para

pihak; luas wilayah terdampak; dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan;

tingkat ketimpangan posisi para pihak; dan potensi eskalasi konflik.

POKOK-POKOK PENGATURAN RUU PENGATURAN REFORMA AGRARIA
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NO
POKOK

PENGATURAN
PASAL MATERI MUATAN

6

Pengaturan

Penyelesaian

Konflik Agraria

Pasal 18 -

Pasal  30

Penyelesaian Konflik Agraria dilakukan secara bertahap dan terpadu melalui

mekanisme: musyawarah; negosiasi; mediasi; konsiliasi; penyelesaian

administratif; penyelesaian berbasis masyarakat hukum adat; pemulihan,

dan/atau peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Penyelesaian Konflik Agraria lintas sektor yang melibatkan kewenangan lebih

dari 1 (satu) kementerian, lembaga, atau Pemerintah Daerah dilakukan oleh

lembaga nonstruktural.

Penyelesaian Konflik Agraria yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat

wajib memperhatikan hukum adat yang berlaku dan nilai sosial budaya

masyarakat hukum adat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai pelindungan masyarakat hukum

adat.

POKOK-POKOK PENGATURAN RUU PENGATURAN REFORMA AGRARIA
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NO
POKOK

PENGATURAN
PASAL MATERI MUATAN

6

Pengaturan

Penyelesaian

Konflik Agraria

Pasal 18 -

Pasal  30

Penyelesaian Konflik Agraria wajib mengutamakan pemulihan apabila konflik

telah menimbulkan kerugian terhadap masyarakat, lingkungan, atau hubungan

sosial.

Perlindungan bagi setiap orang yang menyampaikan pengaduan atau

berpartisipasi dalam penyelesaian Konflik Agraria agar terhindar dari

intimidasi; ancaman; kekerasan; kriminalisasi; diskriminasi; dan/atau tindakan

lain yang menghambat partisipasi dalam penyelesaian konflik. 

Setiap orang tidak dapat dituntut dengan pidana dan/atau digugat secara

perdata.

Setiap kesepakatan, keputusan, atau rekomendasi atas hasil penyelesaian

Konflik Agraria wajib dilaksanakan oleh pihak yang berkewajiban

melaksanakannya. 

POKOK-POKOK PENGATURAN RUU PENGATURAN REFORMA AGRARIA
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NO
POKOK

PENGATURAN
PASAL MATERI MUATAN

7

Pengaturan

Pendataan dan

Sistem Informasi

Pasal 31 -

Pasal  40

Pemerintah menyelenggarakan pendataan Reforma Agraria secara terintegrasi,

berkelanjutan, dan berbasis data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat

dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pendataan Reforma Agraria paling sedikit meliputi: subjek Reforma Agraria; objek

Reforma Agraria; penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah; hak

atas tanah dan alas hak lainnya; tanah negara; tanah ulayat masyarakat hukum adat;

tanah terlantar; kawasan yang berpotensi menjadi objek Reforma Agraria; konflik,

sengketa, dan perkara agraria; dan data lain yang berkaitan dengan pelaksanaan

Reforma Agraria.

Hasil pendataan Reforma Agraria menjadi dasar penyusunan kebijakan dan

penetapan program Reforma Agraria.

POKOK-POKOK PENGATURAN RUU PENGATURAN REFORMA AGRARIA
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NO
POKOK

PENGATURAN
PASAL MATERI MUATAN

7

Pengaturan

Pendataan dan

Sistem Informasi

Pasal 31 -

Pasal  40

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya menyelenggarakan sistem informasi reforma agraria.

Sistem informasi Reforma Agraria merupakan sistem informasi yang

terintegrasi, berbasis geospasial, interoperabel, dan dapat diakses

secara nasional.

Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib menyediakan,

memperbarui, dan mengintegrasikan data yang berkaitan dengan

reforma agraria ke dalam sistem informasi reforma agraria.

POKOK-POKOK PENGATURAN RUU PENGATURAN REFORMA AGRARIA
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NO
POKOK

PENGATURAN
PASAL MATERI MUATAN

8

Pengaturan

Pendanaan

Reforma Agraria

Pasal 41 -

Pasal 44   

Sumber pendanaan bersumber dari APBN, APBD, dan sumber pendanaan

lain yang sah.

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran

untuk penyelenggaraan Reforma Agraria.

Sumber dana digunakan untuk membiayai perencanaan, pengadaan TORA,

penataan penguasaan/pemanfaatan tanah, penataan akses, penyelesaian

konflik, pendataan dan sistem informasi, penguatan kelembagaan,

partisipasi masyarakat, hingga monitoring & evaluasi.

Pendanaan wajib direncanakan dan dikelola secara terpadu lintas sektoral

dan tingkatan pemerintahan, serta dikoordinasikan oleh Lembaga

Nonstruktural khusus Reforma Agraria.

POKOK-POKOK PENGATURAN RUU PENGATURAN REFORMA AGRARIA
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NO
POKOK

PENGATURAN
PASAL MATERI MUATAN

9

Pengaturan

Partisipasi

Masyarakat

Pasal 45 

Masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan reforma agraria

pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemantauan

reforma agraria.

POKOK-POKOK PENGATURAN RUU PENGATURAN REFORMA AGRARIA
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NO
POKOK

PENGATURAN
PASAL MATERI MUATAN

10

Pengaturan

Pemantauan,

Evaluasi, dan

Pengawasan

Hasil

Penyelenggaraan

Reforma Agraria

Pasal 46

Pemantauan terhadap pelaksanaan reforma agraria dilakukan oleh

lembaga nonstruktural.

Evaluasi pelaksanaan reforma agraria dilakukan untuk menilai

tingkat pencapaian tujuan, sasaran, manfaat, dan dampak reforma

agraria.

Pengawasan dilakukan oleh lembaga nonstruktural.

POKOK-POKOK PENGATURAN RUU PENGATURAN REFORMA AGRARIA
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NO
POKOK

PENGATURAN
PASAL MATERI MUATAN

11

Pengaturan

Ketentuan

Pidana

Pasal 53 -

Pasal 55

Pidana atas pengalihan hak atas tanah dengan maksud untuk memperoleh

keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain, atau  menghindari pembatasan

penguasaan atau pemilikan tanah

Pidana atas penyerahan penguasaan dan/atau pengusahaan tanah kepada

pihak lain dengan maksud menyamarkan penguasaan tanah, menghindari

kewajiban untuk menggunakan dan mengusahakan sendiri tanah, atau

memberikan penguasaan kepada pihak yang tidak berhak.

Pidana bagi setiap orang yang dengan kekerasan, ancaman kekerasan,

intimidasi, tipu muslihat, penyalahgunaan keadaan, atau cara melawan hukum

lainnya memaksa Subjek Reforma Agraria untuk melepaskan atau mengalihkan

Hak Atas Tanah atas TORA atau membuat perjanjian yang mengakibatkan

beralihnya penguasaan atau pengendalian atas TORA .

POKOK-POKOK PENGATURAN RUU PENGATURAN REFORMA AGRARIA
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NO
POKOK

PENGATURAN
PASAL MATERI MUATAN

12

Pengaturan

Ketentuan

Peralihan dan

Ketentuan

Penutup

Pasal 56 -

Pasal 62

Pembentukan lembaga nonstruktural sejak UU ini diundangkan.

Keberlakuan peraturan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan

undang-undang baru.

Saat berlakunya UU ini, penyelesaian Konflik Agraria, Sengketa Agraria, redistribusi

tanah, dan pengembangan TORA tetap berlaku berdasarkan Undang-Undang ini.

Kewajiban pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU ini 2 (dua) tahun

setelah UU ini berlaku.

Masa transisi pelaksanaan ketentuan baru.

Pembentukan dan penyesuaian peraturan pelaksana.

Pencabutan atau penyesuaian ketentuan yang tidak sesuai.

Saat mulai berlakunya undang-undang.

POKOK-POKOK PENGATURAN RUU PENGATURAN REFORMA AGRARIA
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